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ABSTRAK 
 

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pedofilia 

telah menyedot perhatian masyarakat yang akhirnya membuat pemerintah 

menyatakan bahwa Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual terhadap 

Anak. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur pidana kebiri kimia. 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan apakah 

pidana kebiri dapat digunakan sebagai upaya penanggulangan kejahatan 

seksual dan Bagaimana pidana kebiri dari sudut pandang Hak Asasi Manusia. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis 

normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan 

pendekatan perbandingan, sumber bahan hukum yaitu primer, sekunder, tersier, 

dan menggunakan analisa bahan hukum kualitatif. 

Hukuman kebiri merupakan reaksi dari banyaknya kasus kekerasan 

seksual pada anak. Hal ini dikarenakan pidana penjara dianggap tidak 

efektif dalam mengurangi kasus kekerasan seksual pada anak. Hukuman 

kebiri tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan juga tidak tercantum dalam 

Pasal 10 KUHP mengenai jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan 

pidana tambahan. 

Hukuman kebiri telah melanggar Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk 

melanjutkan keturunan dan juga bertentangan dengan sejumlah konvensi dan 

deklarasi yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Langkah penyelamatan 

korban dari kejahatan seksual mulai dari jaminan hukum yang ketat dan 

tegas sampai dukungan sosial dari masyarakat. Perlu kerjasama yang simultan 

dan menyeluruh 

dari  orangtua,  masyarakat  sekitar,  dan  aparat  pemerintah  untuk  

menjamin berhasilnya perlindungan korban. 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pemidanaan di Indonesia adalah teori gabungan dan kebiri hanya 

berdasarkan pembalasan belaka. Tindakan pengebirian bukan merupakan 

jalan keluar yang adil dan kebiri merupakan respon emosional dan 

bertentangan dengan prinsip- prinsip hak asasi manusia. Saran yang diberikan 

penulis yaitu korban kejahatan seksual harus memperhatikan luka fisik dan 

luka mental pada korban dan memberikan terapi psikologi kepada pelaku. 
 
 

Kata kunci: Hukuman kebiri kimia, kekerasan seksual, pedofilia, dan tujuan 

pemidanaan 
 
 
 

  



 

 

ABSTRACT 
 

 

The rise of cases of sexual violence against children, in particular 

pedophilia have attracted people who ultimately make the government stated 

that Indonesia experienced sexual violence against Children emergency. 

Government issued Government Regulation a Substitution of Law Number 1 

year 2016 governing the chemical castration punishment. Based on the above 

problems does the chemical castration punishment can be used for the reduction 

of sexual crimes and how criminal gelding from the standpoint of human rights. 

The method used is the type of normative juridical research, using 

the approach of legislation and the comparative approach, sources of legal 

materials, namely primary, secondary, tertiary, and using qualitative analysis 

of legal materials. 

Chemical castration punishment is a reaction from the many cases 

of sexual assault on a child. This is because imprisonment is not considered 

effective in reducing the incidence of sexual assault on a child. Chemical 

castration punishment incompatible with the purposes of sentencing and also 

not listed in Article 10 of the Criminal Code of the kinds of criminal 

punishment consisting of principal and additional penalty. 

Chemical castration punishment has violated human rights, namely 

the right to continue the descent and also contrary to a number of conventions 

and declarations that have been ratified by Indonesia. Rescue of victims of 

sexual 

crimes ranging from strict legal guarantees and firm up social support from 

the community. Keep in simultaneous and comprehensive cooperation of 

parents, communities, and government officials to ensure the successful 

protection of victims. 

Based on the above discussion it can be concluded that the purpose 

of punishment in Indonesia is a combined theoretical and neuter only based on 

mere retaliation. Act of castration is not a fair way out and neuter is the 

emotional response and contrary to the principles of human rights. Advice 

given the author of victims of sexual crimes must pay attention to physical 

injuries and mental injuries on victims and provide psychological treatment to 

the perpetrators. 
 

 
Keywords: Chemical Castration punishment, sexual abuse, pedophilia, 
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the purpose of punishment. 
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KESIMPULAN 
 
 

Berdasarkan penulisan dan analisis terhadap permasalahan dalam skripsi 

ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

4.1.1. Tujuan pemidanaan Indonesia adalah teori gabungan dan 

hukuman kebiri hanya berdasarkan pada pembalasan belaka dan 

mengesampingkan perbaikan pribadi pelaku. Hukuman kebiri  tidak 

menyelesaikan akar dari kejahatan kekerasan seksual pada anak. Hukuman kebiri 

tidak sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia, hukuman kebiri tidak 

tercantum dalam Pasal 10 KUHP dan tidak sesuai dengan kebijakan hukum 

pidana Indonesia. 

4.1.2. Tindakan pengebirian pada pelaku kejahatan seksual terutama 

pedofil bukan jalan keluar yang adil, tidak ada hubungan yang signifikan antara 

kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak, tidak ada efek ilmiah korban 

akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku. 

Pengebirian merupakan respon yang emosional dan bertentangan dengan prinsip- 

prinsip Hak Asasi Manusia yang hakiki dari pelaku kejahatan seksual pada anak, 

salah satunya adalah hak untuk meneruskan keturunan. 
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